GUBERNU R SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA »
- NOMOR 2. TAHUN 2021
TEN’I‘AN G

/ PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
‘ NOMOR 2 TAHUN ANGGARAN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN »
: PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA :"
- TAHUN ANGGARAN 2021

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Z ‘ GUBERNUR SULAWESI TENGGARA ’

‘Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164

~ Ayat (2) Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun = :

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, o

PergeSeran anggaran antar 6bjek belahja dan'/ at‘au:‘

" antara rincian objek belanja dllakukan dengan cara .
’mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang "
B | Pcnjabaranﬁ Anggaran Pendapatan ,dan» Bclanja g |

~ Daerah;

- b. bahwa sehubungaﬂ 'déngan ditetapkénnya
- petunjuk teknis tentang penganggaran dan belahja '
' DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun 'Ariggaran | |
- 2021 ‘yang telah dltetapkan oleh rnasmg-rnasmgv: :
Kementerxan/ Lembaga, maka dalam pengalokasxan
o belanja terdapat pergeseran, sehmgga_ pcrlu‘.:i
dilakukaﬁ penyésuaian k;:mbalij .
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

- menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi

~ Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan. B

‘Gubernur Sulawe31 Tenggara Nomor 2 ’I‘ahun}:

Anggaran 2021 tentang Penjabaran Anggaranvf



- Mengingat

1.

Pendapatan dan Belanja Daerah Provm31 Sulawe31

~Tenggara Tahun Anggaran 2021;

Undang—Undang Nornor 13 Tahun 1964 tentang
- Pembentukan Daerah ngkat I Sulawes1 Utara—

. Tengah dan Daerah Tlngkat I Sulawe31 Selatan-

- Tenggara Penetapan Pemermtah Penggant1

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang

. Pembentukan Daerah Tk.I Sulawesi Tengah dan

_ Daerah Tk.I Sulawesi Tenggara dengan méngUbah'
- Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960
| ~ tentang Pembentukan Daerah T1ngkat I Sulawesi

~ Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi-

"Selatan-’l‘enggara (Lembaran - Negara Republik

',Indonesm Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan»

'Lernbaran Negara Repubhk Indonesm Nomor
2687L

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang"
" Keuangan Negara (lembaran Negara chublzk,
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor
- 4286); |

}Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang.'_
Perbendaharaan Negara ,. (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun = 2004 ‘Nomor 5, ]

Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonema»‘ _} .

Nomor 4355); |

‘Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang o
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasmnal »
(Lembaran Negara Repubhk Indoncsxa Tahunv

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara :

Republik Indonesia Nomor 44210),



- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

' Perlmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara'n
* Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

o 'I‘arnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang:' -
Pajak Daerah dan Retnbum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk .

: Indoncs1a Nomor 5049),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

' Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik .

"~ Indonesia Tahun 2014 Nomor ' 244, Tambahan |

~ Lembaran ~ Negara Républik’ ‘Indonesia Nomor

k v5587) sebagalmana telah dlubah bcberapa kah". .

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun»__.. ‘

- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran ,Negara :

Republik Indonésia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema”i o
Nomor 6573), . - -

Peraturan Pemcrmtah Nomor 109 Tahun 2000 |

- tentang Kedudukan Keuangan Kepala' Daerah

‘dan Wakil Kepala Daerah (Lembarari Negara'

- Repubhk IndoneS1a ’I‘ahun 2000 Nomor 210 v'f -

| 'I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a
N Nomor 4028);

. Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 ‘

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan :
. Umum sebagaimana telah _d1ubah ~dengan
Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 -
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

" Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan



._:";Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran"‘f
ol ,,,‘;‘,;-_'Negara Repubhk Indonema Tahun 2012 Nomorf:_ :'
- ','., ,‘$‘17 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
"::‘,:'»’Indonesm Nomor 5340), ' [
o ;_l;‘.‘_,tentang Dana Perlmbangan (Lembaran Negara
““ff’.j:'»',-f;'Repubhk Indonema Tahun 2005 Nomor 137

'{ :‘;‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm‘:fﬂ
“5#?;:Nomor4575), D v
1L
- ‘v_:'-;tentang Standar | Akuntan51 Pemerlntahan 8 :-
BRI (Lernbaran Negara Repubhk Indonesxa Tahunzi_
- ;’:-'”:__2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara
. Republlk Indonema Nornor 5165),

co tentang ‘ Pembmaan dén Pengawasanfff

i }L?_‘,'Negara Repubhk Indones1a Tahun 2017 Nomoi'[f
',:v‘}’}'73 ’I‘ambahan Lembaran Negara RGPUbhk“;i
o ”v,::,vblndones1a nomor 6041)’ s N St
“ ;3,f?""}.;;stentang Hak Keuangan : dan Admlmstrasi?:“_
’fﬁ . lepman dan Anggota Dewan Perwakilan
. Rakyat Daerah (Lembaran Negara RePUbllk';vi“i
Indoneswl Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan‘.”’if:
;:]:j’ﬁLembaran Negara RepUbhk IndonCSIa Nomorv‘?v‘}' :
ey
‘:‘V’J'i',ftentang Pelaksanaan B Tugas dan Wewenang
S Gubemur Sebagal Wakll Pemenntah Pusat
‘-iA.(vn_f:'(Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun’":j
o 20 18, Tambahan Lembaran Negafa Répubhk::;-'

B ,j';’_Indonesm Nomor 6224),} O

.:":Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2019_

i “j,;;:f,f'tentang Pengelolaan ._Kﬁu,angan Daerah.},

'_Peraturan Pernermtah Nomor 55 Tahun 2005?

;Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010:'1’:.‘.,

"Peraturan Pemerxntah Nomor 12 Tahun 2017'

Penyelenggaraan Pemermtah Daerah (Lernbaran‘i"

Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2017__

Peraturan Pemermtah Nomor 33 ’I‘ahun 20185}_’




16.

1'_7.

(Lembaran Negara Republik Indonesia}Tahun'*"
2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara .
Repubhk Indonesm Nomor 6322),

Peraturan Pemermtah Nomor 13 Tahun 2019 E

' tentang Laporan dan Evaluas1 Penyelenggaraan |

Pemerintahan Daerah ~(Lembaran Negara -
Republik Indonesia Tahun 2019 ‘_Nomor 092,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -

N omor 6323), |

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 200’7 tentang Tata  Cara Evalua31
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran : Pendapatan,‘, dan Belanja Daerah
s‘ebagéiman telah diubah ‘dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 36'Téhuh’ 2011

' tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

| Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Evalua51 Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belan_]a

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan =

Belanja Daerah V(Berita Negara’ Repubhk

Indonesia Tahun 201 1 Nomor 525),

18.

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 77 |
Tahun 2020 tentang Pedoman ’I‘ekms

Pengelolaan KeUangan 'Daerah ‘(Berita Negara

" Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19.

Peraturan Méri_teri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaah

, 1nvestasx Pemerintah Daerah (Berita Negara, .

Repubhk Indone81a Tahun 2012 Nomor 754);



Menetapkan}f -

20. Peraturan Menten dalam Negen Nomof 62

Tahun 2017  tentang Pengelompokari

Kemampuan Keuangan , Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggung]awaban Dana‘-f :

Operaional (Berita Negara Repubhk Indones1a L

Tahun 2017 Nomor 1067),

- 21. Peraturan- Menteri dalam - Negeri .vaornor-f 64

Tahun 2020 tentang v. Pedoman Penyusunan
Anggaran pendapatahi dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); |

122, Peraturan Menteri Keuangan =~ Nomor

' 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer |
Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 L

Dalam Rangka Mendukung  Penanganan

| . Pandemi Corona Virus Dtsease 2019 (COVID—19) .

dan Dampaknya (Berita Negara Repubhk
: Indonesxa Tahun 2021 Nomor 149)

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesx Tenggaraﬂ,;'

‘Nomor '8 Tahun 2008 ‘  tentang .

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangari Daerah
’(Lcsmbaran}» Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara -
- Tahun 2008 Nomor 8); '

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN GUBERNUR  SULAWESI

TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG

PENJABARAN  ANGGARAN 'PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.



R esaey

Pasal 1

| Ketentuan dalam Lampiran I dan Lamplran I Peraturan Gubernur
| SulaweSI Tenggara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pen_]abaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah 'I‘ahun Anggaran 2021 (Benta Daerah
‘Provinsi Sulawe& Tenggara Tahun 2021 Nomor 2) sebagalmana telah

-.dlubah dengan Peraturan Gubernur Sulawe31 Tenggara Nomor 7 Tahun

) 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara o

Nomor 2 Tahun 2021 tentang PenJabaran Anggaran Pendapatan dan

Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2021 (Benta Daerah Provm31 Sulawe31 v

’I‘enggara Tahun 2021 Nomor 7) dmbah sehmgga dlbaca sebagaxmanav

tercantum dalam Lamplran yang merupakan baglan tldak terplsahkan dari

_ Pera’curan Gubemur ini.
y Pas_éll 2.

Peraturan Guberﬁtir ini mulai berlaku pada tanggal ‘diundahgkaii.
Agar setxap ‘orang mengetahumya, memerintahkzin pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah-

Provm31 SulaweSI Tenggara

| Dltetapkan dl Kendan
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